VOLUME II
MEI 2025

NEWSLETTER

MEMBACA ULANG IKLIM INVESTASI INDONESIA
DI TENGAH DINAMIKA GLOBAL & TRANSFORMASI
PAJAK

5 FISI PRIMA CONSULTING

TAX. LAW & MANAGEMEBMIT - ADVISORY
CONNECT WITH US:

"& +62-21 22537918

www.ofisiprima.com

AKR Tower 17th Floor Unit A-B,
Jl. Panjang No.5 Kebon Jeruk, Jakarta Barat,
DKI Jakarta, 11530, Indonesia

KONTEN:

Kedaulatan Ekonomi & Investasi

Pajak Digital, Coretax, SPT & Langkah Lanjutan DJP

Nasib Kelas Menengah Pascapandemi & Peluang Pemulihan

Jejak historis dari Majapahit ke Daendels



https://ofisiprima.com/id/
https://ofisiprima.com/id/
https://ofisiprima.com/id/

~
©) FISI NEWSLETTER | VOLUMEII | MEI 2025

Kedaulatan Ekonomi & Daya Saing Investasi Nasional

Memasuki kuartal kedua 2025, Indonesia menghadapi tantangan dalam mempertahankan daya saing investasi. Data
Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa hingga 22 April 2025, investor nonresiden mencatatkan net buy sebesar
Rp12,78 triliun di pasar keuangan domestik. Namun, tekanan global seperti penguatan dolar AS yang mencapai Rp17.261
pada awal April 2025 dan ketegangan geopolitik menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi nasional.
Pemerintah merespons dengan memperkuat kebijakan fiskal dan moneter, serta mendorong reformasi struktural untuk
meningkatkan iklim investasi. Langkah-langkah ini mencakup penyederhanaan regulasi, peningkatan infrastruktur, dan
insentif fiskal bagi investor strategis.
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Transformasi digital telah membuka peluang baru dalam

penerimaan pajak. Hingga Februari 2025, penerimaan

pajak dari ekonomi digital mencapai Rp33,56 triliun,

terdiri dari:

* PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE):
Rp26,18 triliun

¢ Pajakkripto: Rp1,21 triliun

¢ Pajak fintech (P2P lending): Rp3,23 triliun

¢ Pajak SIPP: Rp2,94 triliun

Direktorat Jenderal Pajak juga meluncurkan sistem
Coretax untuk memodernisasi administrasi perpajakan,
meningkatkan efisiensi, dan memperkuat kepatuhan
wajib pajak. Langkah ini diharapkan dapat memperluas
basis pajak dan meningkatkan penerimaan negara secara
berkelanjutan.
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Lapor SPT Tak Berarti Selesai, DJP Siapkan Langkah Penelitian Lanjutan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat telah menerima
14,05 juta Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak
Penghasilan Tahun 2024 hingga 30 April 2025, yang
terdiri dari 12,99 juta SPT Wajib Pajak Orang Pribadi dan
1,05 juta SPT Wajib Pajak Badan. Jumlah ini

mencerminkan  peningkatan  kepatuhan, dengan

penyampaian SPT orang pribadi kontraksi 1,21% dan SPT
badan tumbuh 0,49% dibandingkan tahun sebelumnya.
Namun, proses kepatuhan tidak berhenti pada pelaporan,
DJP melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan
melakukan penelitian terhadap SPT yang telah dilaporkan
untuk memastikan kelengkapan dan kewajaran datanya.

Apabila dari hasil penelitian ditemukan bahwa SPT tidak
lengkap, KPP berwenang menerbitkan Surat Permintaan
Kelengkapan SPT kepada Wajib Pajak. Surat ini dapat
diterbitkan dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal pada
Bukti Penerimaan Elektronik (BPE). Dengan langkah
lanjutan ini, DJP memastikan bahwa pelaporan pajak tidak
hanya sekadar formalitas, tetapi juga menjadi dasar
pengawasan yang efektif demi terciptanya sistem
perpajakan yang transparan dan berkeadilan.
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REFLEKSI KEBANGKITAN NASIONAL:

SAATNYA KEBIJAKAN FISKAL MENJADI JALAN KEMERDEKAAN KEDUA

Dari Kebangkitan 1908 Menuju Kebangkitan Ekonomi di 2025

sumber gambar : news.republika.co.id

Pada 20 Mei 1908, para pelajar STOVIA membangkitkan
semangat kolektif bangsa lewat Budi Utomo, sebuah
kesadaran bahwa kemerdekaan sejati hanya bisa diraih
melalui pendidikan, organisasi dan kemandirian.
Kebangkitan kala itu adalah jawaban atas penjajahan fisik.
Kini, di tahun 2025, bangsa Indonesia kembali dihadapkan
pada tantangan yang tak kalah kompleks: bagaimana
menjaga kedaulatan di tengah pusaran ketimpangan fiskal
global, derasnya arus modal yang kerap tak berpihak, serta
lanskap ekonomi dunia yang kian kompetitif.

Namun seperti para pendahulu yang menjadikan

keterbatasan sebagai titik tolak perjuangan, kini saatnya
kita menjadikan kebijakan fiskal sebagai medan strategis
dalam  memperjuangkan kedua.
Kemerdekaan dalam menentukan arah pembangunan

kemerdekaan

nasional yang adil dan berkelanjutan.

"Kebangkitan bukan sekadar mengenang
sejarah, tetapi keberanian menjemput masa
depan dengan pajak dan investasi sebagai

/.
=

instrumen kedaulatan.”
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Investasi Sebagai Alat Kedaulatan, Bukan Sekadar Angka Pertumbuhan

Kebangkitan nasional bukan hanya seremoni. Ia
adalah refleksi jernih bahwa investasi yang datang
ke tanah air harus menjadi alat memperkuat daya
saing domestik, bukan sekadar angka di atas kertas
atau indeks yang memikat laporan bisnis.

Transformasi kebijakan fiskal dewasa ini telah
diarahkan untuk menyaring investasi yang sejalan

dengan  Kkepentingan  nasional.  Pemerintah
menunjukkan langkah nyata melalui:

* Penerapan Pajak Minimum Global (BEPS 2.0)
sebagai upaya menutup celah praktk
penghindaran  pajak  oleh  korporasi
multinasional, sebagaimana diatur oleh
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor
136 Tahun 2024.

* Integrasi sistem perpajakan lewat Coretax, yang
memperkuat transparansi dan  efisiensi
pengawasan fiskal.

* Penguatan tax certainty, yang menyeimbangkan

kepastian usaha dengan keadilan bagi rakyat
dalam bentuk penyempurnaan regulasi dan
layanan serta edukasi bagi Wajib Pajak.

Langkah-langkah ini mencerminkan tekad bahwa Indonesia tidak menutup diri dari investasi, namun memastikan
bahwa setiap modal yang masuk tidak menggerus kedaulatan fiskal.

’

Kita menyambut investasi, tapi bukan
dengan menggadaikan prinsip. Kita
membuka pintu, namun tetap
menggenggam kendali.
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Pajak sebagai Alat Pembebasan

Dalam semangat yang sama dengan Bung Hatta saat
menempatkan koperasi sebagai jalan keadilan ekonomi,
maka pajak yang berkeadilan menjadi sarana pembebasan
sosial di era kini. Bukan sekadar alat pungutan, pajak
adalah fondasi relasi yang sehat antara negara dan
warganya. Program seperti insentif UMKM dan digitalisasi
pelaporan adalah sistem
perpajakan yang bukan hanya modern, tetapi juga
memihak. Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Pajak,
telah memberikan fasilitas tarif PPh Final sebesar 0,5%
sesuai PP 23 Tahun 2018 bagi pelaku UMKM dengan
omzet tertentu, serta membebaskan pajak penghasilan
hingga omzet Rp500 juta per tahun bagi Wajib Pajak
Orang Pribadi sebagaimana diatur dalam UU HPP dan PP
55 Tahun 2022. Kebijakan ini secara nyata meringankan

langkah nyata menuju

beban perpajakan dan memberikan ruang tumbuh bagi
pelaku usaha mikro yang menjadi tulang punggung
ekonomi nasional.
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Namun demikian, perlu diperhatikan, fasilitas tarif 0,5% ini
memiliki batas waktu: maksimal 7 tahun untuk WP Orang
Pribadi, 4 tahun untuk Koperasi/CV/Firma, dan 3 tahun
untuk PT sejak pertama kali terdaftar. Setelah masa
berlaku berakhir, Wajib Pajak wajib beralih ke sistem
perpajakan umum yang mengharuskan pembukuan
maupun norma penghitungan penghasilan neto dan
pelaporan sesuai ketentuan Pasal 17 UU PPh. Oleh karena
ity, literasi perpajakan dan pendampingan kepada UMKM
menjadi kunci dalam memastikan transisi yang lancar dan
kepatuhan yang berkelanjutan.

“Karena membangun keadilan ekonomi \
bukan hanya soal siapa yang membayar
pajak, tetapi juga bagaimana negara hadir
memampukan yang kecil untuk tumbuh.”

Dengan arah kebijakan yang inklusif dan transformasi
digital yang progresif, sistem perpajakan Indonesia tengah
bergerak menuju fase baru yang tak hanya berfungsi
sebagai fungsi "budgetair”, tetapi juga berfungsi untuk
"memberdayakan", tetapi juga memberdayakan. Upaya ini
menandai semangat baru bahwa keberpihakan negara
terhadap pelaku usaha kecil bukanlah wacana, melainkan
kebijakan yang terukur, bertahap, dan berbasis keadilan
fiskal.
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Transformasi Kelas Ekonomi Masyarakat Indonesia di Era Pasca Pandemi

Kelas menengah Indonesia mengalami tekanan signifikan
dalam beberapa tahun terakhir. Survei Katadata Insight
Center (KIC) menunjukkan bahwa jumlah kelas menengah
menurun dari 57,3 juta orang pada 2019 menjadi 47,9 juta
orang pada 2024. Faktor-faktor seperti inflasi, biaya hidup
yang meningkat, dan ketidakpastian ekonomi memaksa
banyak rumah tangga untuk mengandalkan tabungan dan
mencari pekerjaan sampingan.

Meskipun demikian, kelas menengah tetap menunjukkan
optimisme. Sebanyak 69,9% responden survei KIC
menyatakan yakin bahwa karier mereka akan meningkat,
dan 75,9% percaya akan aman dari pemutusan hubungan
kerja. Pemerintah menargetkan peningkatan proporsi
kelas menengah menjadi 20% pada 2029 melalui
program-program seperti Kartu Usaha Produktif dan
pelatihan keterampilan.
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Tumbuh Tidak Cukup

Tumbuh yang Adil, Berkeadilan, dan Menjangkau Semua Lapisan

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan
menjadi kunci keberlanjutan pembangunan nasional.
Pajak bukan sekadar alat fiskal, melainkan cerminan
kontrak sosial antara negara dan warganya. Dengan
sistem perpajakan yang adil, transparan, dan partisipatif,
Indonesia dapat memastikan bahwa setiap lapisan
masyarakat berkontribusi dan merasakan manfaat dari
pembangunan.

Mari terus berkontribusi demi pertumbuhan ekonomi
yang adil dan berkelanjutan. Sampai jumpa di edisi
berikutnyal

TAHUKAH KAMU?

e Sejak masa Majapahit, Kerajaan
Nusantara telah menarik pajak khusus
untuk wilayah pelabuhan dagang seperti
Gresik dan Tuban.

e Herman Willem Daendels, Gubernur
Jenderal Hindia Belanda, merintis sistem
pengumpulan pajak terpusat yang
menjadi cikal bakal administrasi

perpajakan modern di Indonesia.
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